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Abstrak
 

UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan artikulasi proses liberalisasi sektor

telekomunikasi maupun industri terkait lainnya, termasuk industri intemet dan multimedia. Regulasi,

bagaimanapun juga masih dipandang sebagai penyembuh dari segala bentuk market failure. Namun apa

jadinya jika terjadi yang terjadi malah sebaliknya? Dimana justru regulasilah yang perlu untuk

disembuhkan?

 

Beberapa hal pokok menjadi permasalahan pada tataran regulator telekomunikasi. Pertama, adanya salah

persepsi atas fungsi regulator itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diususul oleh kesuksesan

sektor industri, termasuk sektor telekomunikasi yang dipandang memilik leverage effect terhadap sektor

lainnya. Tidaklah mengherankan jika kemudian kebijakan publik lebih ditujukan untuk melindungi

kepentingan industri sebagai produsen ketimbang kepentingan konsumen. Kebijakan yang berorientasi pada

produsen ini terlihat jugs pada regulasi tarif yang berfokus pada cost base price. Suara konsumen dalam

pemasalahan ini, seringkali diabaikan.

 

Masalah kedua yang menghadang, yakni tidak adanya transparansi. Berbagai kebijakan telematika

(telekomunikasi, media, dan informatika) serta permasalahn lisensilperizinan, selama ini jelas disusun tanpa

disertai transparansi yang cukup. Akibatnya, masyarakat tidak dapat memberikan pandangannya secara

gamblang dan juga akan manjadi masukan bagi perkembangan industri telekomunikasi.

 

Secara yuridis, bisa dibilang seluruh regulasi ini memenuhi persyaratan. Namun belum tentu secara

sosiologis dan filosofis sebagai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penyusunan ketentuan hukum. Di

sinilah pentingnya keterbukaan dan sikap open-minded regulator untuk mengajak pihak-pihak yang akan

terkena langsung kebijakan yang dibuatnya. Apalagi jika mereka ini pintar dalam memainkan opini publik

melalui media massa.

 

Masalah ketiga adalah hal yang klise, yakni kurangnya sumberdaya manusia yang andal. Bidang telematika

memiliki ciri khas, yakni demikian dinamis perkembangannya. Sementara paradigma berpikir kalangan

birokrat yang juga merupakan regulator terbilang statis. Peran regulator telematika dibutuhkan kualifikasi

yang tinggi, kompeten dan tidak berpihak (impartial). lni berarti tidak boleh ada kepentingan, baik secara

langsung maupun tidak langsung, atas bisnis yang diaturnya. Kompetensi membutuhkan kemampuan teknis

dan operasional yang mumpuni atas bidang yang diaturnya.

 

Untuk terselenggaranya regulasi yang menyangkut fungsi kontrol, dibutuhkan bentuk badan regulasi

mandiri atau Independent Regulatory Body (IRB). Megenai lembaga yang independen ini sebenamya telah

https://lib.ui.ac.id/detail?id=97526&lokasi=lokal


diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

 

Demi terselenggaranya lembaga regulator yang independen, dibutuhkan independensi dari pihak pemerintah

ataupun organ pemerintahan lain yang memiliki keterkaitan dengan industri telekomunikasi. Kondisi yang

independen ini cukup menguntungkan saat diambilnya putusan maupun regulasi yang memiliki potensi

berbenturan dengan kepentingan pihak pemerintah. Apalagi pemerintah juga berkewajiban membina sektor

telekomunikasi dan perkembangan teknologi.

 

Seringkali pada kenyataannya, pemerintah melindungi kepentingan incumbent. Dan dalam beberapa hal

seringkali kasus-kasus yang muncul seputar telekomunikasi ini hanya diam ditempat tanpa ada

pemecahannya. Maksud dari sifat independen dalam istilah independent regulatory body bukanlah bebas

sama sekali dari pengaruh pemerintah. Namun, lebih pada pengertian bebas untuk mengimplementasikan

regulasi tanpa adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan.

 

Regulator bagaimanapun juga tetaplah menjadi lembaga negara yang mengembang kepentingan publik dan

harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya tugasnya dan harus ada yang mengawasinya.

 

Yang harus diperhatikan bukanlah semata-mata dari lembaga regulasi yang independen itu sendiri,

melainkan menciptakan kerangka regulasi yang memungkinkan kompetisi industri, mendorong

perkemjangan dan pemerataan teknologi. Selain itu, meningkatkan efsiensi dan tak lupa melindungi

kepentingan konsumen dan publik yang lebih luas.


